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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model collaborative governance dalam pengelolaan 

sumber daya alam daerah, dengan menyoroti mekanisme kolaborasi, peran aktor-aktor yang 

terlibat, serta faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan metode 
untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model collaborative 

governance diterapkan melalui forum koordinasi lintas sektor dengan mekanisme komunikasi 

terbuka dan pengambilan keputusan deliberatif. Keberhasilan implementasi didukung oleh 
komitmen kepemimpinan kolaboratif, regulasi adaptif, kapasitas kelembagaan memadai, dan 

komunikasi berbasis kepercayaan, namun menghadapi hambatan berupa ego sektoral, tumpang 

tindih kewenangan, dan keterbatasan sumber daya. Model ini berimplikasi positif terhadap 

efektivitas pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan 
inklusif, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kebijakan berbasis konsensus yang 

menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

 
Keywords: Collaborative Governance, Kepemimpinan Kolaboratif, Pengelolaan Sumber 

Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Partisipatif 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyze the collaborative governance model in regional natural resource 

management, highlighting collaboration mechanisms, the roles of involved actors, and the 

success factors and constraints encountered. The research method uses a descriptive-analytical 

qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory 

observation, and documentation studies. Data analysis uses the interactive model of Miles and 

Huberman with triangulation of sources and methods to ensure data validity. The research 

results show that the collaborative governance model is implemented through cross-sectoral 

coordination forums with open communication mechanisms and deliberative decision-making. 

Successful implementation is supported by collaborative leadership commitment, adaptive 

regulations, adequate institutional capacity, and trust-based communication, but faces 

obstacles in the form of sectoral ego, overlapping authorities, and limited resources. This model 

has positive implications for the effectiveness of sustainable natural resource management 

through strengthening inclusive institutions, increasing community participation, and 

consensus-based policies that balance economic, social, and environmental interests. 

 

mailto:octavianimasaguni93@gmail.com1
mailto:nggilurukiah23365@gmail.com
mailto:novitamadina6@gmail.com2
mailto:masranbiahimo123@gmail.com


Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS) 

Volume 4 Nomor 2; Juli 2025 

E-ISSN: 2962-066X 

 

Octaviani Suryaningsih Masaguni, Cs: Analisis Model Collaborative Governance Dalam ….     Page. 99 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Bina Taruna Gorontalo 
 

 

Keywords: Collaborative Governance, Collaborative Leadership, Natural Resource 

Management, Sustainable Development, Participatory Governance 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis dalam 

pembangunan daerah yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Sumber daya alam yang melimpah tidak selalu berbanding lurus 

dengan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaannya tidak diiringi dengan tata 

kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan (Erina & Yanis, 2020). Di banyak 

daerah di Indonesia, konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan 

sektor swasta sering muncul akibat perbedaan orientasi dalam pemanfaatan SDA (Amar 

dkk., 2020). Kondisi ini menegaskan perlunya model tata kelola yang mampu 

mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis melalui pendekatan kolaboratif 

(Murtasidin & Sujadmi, 2021). 

Model collaborative governance hadir sebagai pendekatan yang relevan dalam 

menjawab kompleksitas pengelolaan SDA di tingkat daerah (Aswin dkk., 2022). 

Konsep ini menekankan pada proses pengambilan keputusan bersama antara 

pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 

dalam suatu forum Bersama (Bradley dkk., 2022). Dengan demikian, kebijakan dan 

implementasi pengelolaan SDA tidak lagi bersifat top-down, tetapi lebih partisipatif dan 

deliberatif. Pendekatan kolaboratif ini diyakini dapat mengurangi konflik, meningkatkan 

legitimasi kebijakan, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber 

daya yang dikelola (Wiharja dkk., 2024a). 

Namun demikian, penerapan collaborative governance di Indonesia masih 

menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek koordinasi antarlembaga, 

kesenjangan kapasitas antaraktor, serta perbedaan kepentingan politik dan ekonomi 

(Agung Arishandy & Sukmana, 2023a). Banyak inisiatif kolaboratif yang berhenti di 

tingkat formalitas tanpa menghasilkan perubahan substantif terhadap praktik 

pengelolaan SDA (Pangaliyev dkk., 2024). Padahal, keberhasilan kolaborasi ditentukan 

oleh adanya kepercayaan (trust building), komitmen jangka panjang, serta mekanisme 

komunikasi yang terbuka antara seluruh pihak (Bhattarai dkk., 2020). Oleh karena itu, 

perlu dilakukan analisis mendalam terhadap model kolaborasi yang telah diterapkan di 

daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat 

efektivitasnya. 

Selain itu, otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk 

mengembangkan model tata kelola SDA yang sesuai dengan karakteristik lokal dan 

kebutuhan masyarakat setempat (Sobri, 2017). Dalam konteks ini, collaborative 

governancemenjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan 
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daerah, terutama dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan adaptif terhadap 

dinamika lingkungan (Zia Ud Din dkk., 2023). Pengalaman di berbagai daerah 

menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat mendorong pengelolaan SDA yang 

lebih berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi (Ramdani & Mustalahti, 

2023). Hal ini selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development goals) yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu pilar 

utama. 

Penelitian mengenai model collaborative governance juga penting untuk 

mengidentifikasi sejauh mana peran aktor non-pemerintah, seperti lembaga swadaya 

masyarakat, komunitas adat, dan sektor swasta, dalam mendukung proses pengelolaan 

SDA di daerah. Keterlibatan mereka sering kali menjadi kunci keberhasilan 

implementasi kebijakan, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan 

sumber daya dan kapasitas teknis. Dengan memahami pola interaksi antaraktor tersebut, 

diharapkan dapat ditemukan model kolaborasi yang lebih kontekstual, adaptif, dan 

berkelanjutan untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

model collaborative governance dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, dengan 

menyoroti mekanisme kolaborasi, peran aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor 

keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus 

rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan 

SDA yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki 

relevansi strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi 

pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis 

(Simarmata dkk., 2024) dengan tujuan memahami secara mendalam 

model collaborative governance dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat 

daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, 

interaksi, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat sipil (Muallim dkk., 2024). Lokasi penelitian ditentukan 

secara purposive, yaitu pada daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan sumber 

daya alam strategis dan telah menerapkan atau mengembangkan praktik kolaboratif. 

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara 

mendalam dan observasi partisipatif, serta data sekunder dari dokumen kebijakan, 

laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi. Analisis data 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, 
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penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola 

hubungan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi (Permatasari & 

Walinegoro, 2023). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi 

sumber dan metode serta member check agar hasil penelitian valid, reliabel, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Dan Mekanisme Model Collaborative Governance Yang Diterapkan Dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Tingkat Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk model collaborative 

governance yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah 

umumnya berlandaskan pada prinsip kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat 

lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini terbentuk karena 

adanya kesadaran bersama bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan 

secara sepihak oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan (Juk dkk., 2024). Dalam praktiknya, model kolaboratif ini berbentuk forum 

koordinasi lintas sektor atau lembaga, tim terpadu pengelolaan sumber daya alam, dan 

kemitraan formal melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara 

pihak-pihak yang berkepentingan (Van Vu dkk., 2025). Bentuk kolaborasi tersebut 

bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan, mencegah tumpang tindih kewenangan, 

serta menciptakan rasa memiliki bersama terhadap sumber daya yang dikelola. 

Dari sisi mekanisme pelaksanaan kolaborasi, penelitian menemukan bahwa 

proses collaborative governance berjalan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: 

inisiasi kolaborasi, pembentukan forum komunikasi, perumusan kebijakan bersama, 

pelaksanaan kegiatan lapangan, dan evaluasi bersama. Pada tahap inisiasi, kolaborasi 

biasanya dimulai oleh pemerintah daerah melalui identifikasi permasalahan dan potensi 

SDA (Permatasari & Walinegoro, 2023). Tahap berikutnya adalah pembentukan forum 

koordinasi yang menjadi wadah diskusi antaraktor (Akbar dkk., 2022). Proses 

perumusan kebijakan dilakukan secara partisipatif, di mana setiap pihak memberikan 

masukan sesuai bidang kompetensinya (Wiharja dkk., 2024b). Dalam pelaksanaan 

kegiatan, peran dan tanggung jawab didistribusikan secara proporsional berdasarkan 

kapasitas masing-masing aktor, sementara tahap evaluasi dilakukan secara periodik 

untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan kolaboratif terhadap lingkungan serta 

kesejahteraan Masyarakat (Aswin dkk., 2022). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan 

pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan model collaborative governance. 

Komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis kepercayaan (trust building) 

mendorong partisipasi aktif seluruh pihak (Pramodia Ahsan dkk., 2022). Proses 

pengambilan keputusan dilakukan secara deliberatif, yaitu melalui musyawarah dan 
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kesepakatan bersama, bukan dominasi satu pihak (Ansell & Gash, 2008). Dalam forum 

tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali tunggal, sementara 

masyarakat dan sektor swasta berperan sebagai mitra strategis yang turut memberikan 

inovasi, informasi lokal, serta sumber daya teknis dan finansial (Rădulescu dkk., 2023). 
Mekanisme semacam ini menciptakan keseimbangan kekuasaan antaraktor sehingga 

kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan diterima luas oleh masyarakat. 

Namun, dalam penerapannya, penelitian menemukan bahwa efektivitas 

mekanisme kolaboratif masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan yang muncul 

antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan, perbedaan kepentingan antaraktor, serta 

lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, mekanisme kolaborasi belum 

sepenuhnya didukung oleh regulasi yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga forum-

forum kolaboratif sering kali bersifat temporer dan bergantung pada inisiatif pimpinan 

daerah. Meski demikian, daerah-daerah yang memiliki budaya partisipatif kuat dan 

kepemimpinan kolaboratif menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, 

terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemerataan manfaat ekonomi 

dari pengelolaan SDA. 

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan 

bahwa model collaborative governance dalam pengelolaan sumber daya alam daerah 

merupakan pendekatan yang efektif untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai 

pihak, asalkan didukung oleh mekanisme komunikasi yang terbuka, komitmen bersama, 

serta regulasi yang mendukung kesinambungan kolaborasi. Mekanisme yang berjalan 

baik mampu menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya 

alam, memperkuat legitimasi kebijakan publik, serta meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan 

kolaboratif dan pelembagaan mekanisme komunikasi menjadi prasyarat utama bagi 

keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat daerah. 

Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan 

Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Daerah 

Faktor pendukung utama keberhasilan implementasi collaborative 

governance dalam pengelolaan sumber daya alam daerah terletak pada 

adanya komitmen bersama dan kepemimpinan kolaboratif dari pemerintah daerah 

(Ansell & Gash, 2008). Pemerintah yang memiliki visi partisipatif dan terbuka terhadap 

keterlibatan masyarakat mampu menciptakan iklim kepercayaan dan kerja sama lintas 

sektor (Juk dkk., 2024). Kepemimpinan kolaboratif ini berfungsi sebagai penggerak 

utama dalam mengintegrasikan peran antaraktor dan menjaga konsistensi arah kebijakan 

(Agung Arishandy & Sukmana, 2023b). Selain itu, dukungan regulasi daerah yang jelas 

dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis menjadi faktor penting dalam menjaga 
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keberlanjutan kolaborasi. Regulasi yang berpihak pada transparansi, akuntabilitas, dan 

pelibatan publik terbukti mampu memperkuat legitimasi model collaborative 

governancedi tingkat lokal. 

Selain faktor kepemimpinan dan regulasi, kapasitas kelembagaan dan sumber 

daya manusia (SDM) juga menjadi unsur pendukung yang signifikan. Daerah yang 

memiliki aparatur dan institusi dengan kapasitas manajerial, teknis, dan sosial yang 

memadai lebih siap untuk mengelola hubungan antaraktor secara efektif (Saptana dkk., 

2023). Lembaga yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan mampu 

memfasilitasi koordinasi lintas sektor dengan baik (Mursalin Mursalin & Nurasia 

Natsir, 2024). Di sisi lain, keberadaan aktor masyarakat sipil yang aktif dan kritis turut 

memperkuat kolaborasi, karena dapat mendorong transparansi serta mengawasi jalannya 

pengelolaan sumber daya alam agar tidak didominasi oleh kepentingan tertentu (Wilson 

dkk., 2021). Kehadiran lembaga adat, kelompok masyarakat lokal, dan organisasi non-

pemerintah yang memiliki pengetahuan lokal juga menjadi modal sosial penting dalam 

mewujudkan tata kelola yang inklusif (Meilasari-Sugiana, 2012). 

Penelitian juga menemukan bahwa faktor komunikasi dan kepercayaan 

antaraktor (trust building) berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. 

Kolaborasi yang sukses selalu didukung oleh mekanisme komunikasi yang terbuka, 

saling menghargai, dan berbasis pada dialog dua arah (Lis dkk., 2023). Kepercayaan 

yang terbentuk melalui interaksi berulang menciptakan rasa tanggung jawab bersama 

terhadap hasil kebijakan (Suyeno dkk., 2024). Ketika komunikasi terjalin dengan baik, 

potensi konflik kepentingan dapat diminimalisasi, dan seluruh pihak cenderung bersedia 

berbagi informasi maupun sumber daya. Forum komunikasi yang rutin dan transparan 

terbukti mampu memperkuat solidaritas antaraktor serta meningkatkan kualitas 

keputusan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam (Kyllönen dkk., 2006). 

Di sisi lain, penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang sering 

menghambat efektivitas implementasi collaborative governance. Hambatan utama 

muncul dari ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi pemerintah, 

yang menyebabkan proses koordinasi berjalan lambat dan tidak efisien (Muntalima 

dkk., 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan dan teknis, serta rendahnya 

kapasitas SDM di beberapa daerah, menjadi kendala dalam menjaga kesinambungan 

kolaborasi (Suyeno dkk., 2024). Faktor politik lokal, seperti perubahan kepemimpinan 

daerah atau kepentingan kelompok tertentu, juga dapat mengganggu stabilitas forum 

kolaboratif yang telah terbentuk (Pramestya & Wibawani, 2021). Ketidaksinambungan 

program dan lemahnya komitmen antaraktor sering kali membuat proses kolaborasi 

berhenti di tingkat formalitas tanpa menghasilkan dampak nyata. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini menegaskan 

bahwa keberhasilan implementasi collaborative governance dalam pengelolaan sumber 
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daya alam sangat bergantung pada kombinasi faktor struktural, kultural, dan 

institusional. Komitmen politik, regulasi yang mendukung, kapasitas kelembagaan, serta 

komunikasi yang terbuka menjadi pilar utama dalam memperkuat kolaborasi. 

Sebaliknya, lemahnya koordinasi, ego sektoral, dan keterbatasan sumber daya menjadi 

penghambat utama yang perlu diatasi melalui penguatan tata kelola dan mekanisme 

partisipatif. Oleh karena itu, keberlanjutan model collaborative governance memerlukan 

dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas aktor, serta upaya membangun 

budaya kolaboratif yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam 

daerah. 

Implikasi Penerapan Model Collaborative Governance Terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Di Daerah 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-

pemerintah mendorong terciptanya tata kelola yang lebih partisipatif dan akuntabel. 

Melalui mekanisme kolaboratif, kebijakan pengelolaan SDA tidak lagi bersifat top-

down, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi Bersama (Juk dkk., 

2024). Proses ini meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat serta 

memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian sumber daya alam. 

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan 

dan teknologi yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi serta keberlanjutan 

program pengelolaan lingkungan (Salsabila dkk., 2023). 

Dari aspek kelembagaan, penelitian menemukan bahwa penerapan collaborative 

governance mampu meningkatkan kapasitas institusi lokal dalam merespons 

permasalahan SDA yang kompleks. Adanya forum koordinasi lintas sektor 

mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta 

memperbaiki koordinasi antarinstansi (Van Vu dkk., 2025). Pemerintah daerah yang 

mengadopsi model kolaboratif cenderung lebih adaptif dalam mengelola isu lingkungan, 

karena keputusan yang diambil mencerminkan hasil dialog dan kesepakatan bersama 

antaraktor (Cristofoli dkk., 2023). Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas 

pelaksanaan program konservasi, rehabilitasi lahan, dan pemanfaatan sumber daya 

secara berkelanjutan. Kolaborasi juga memungkinkan penyaluran sumber daya—baik 

dana, tenaga, maupun keahlian—secara lebih efisien karena setiap pihak berperan sesuai 

kapasitas dan keahliannya masing-masing. 

Dari sisi sosial, penerapan collaborative governance memberikan implikasi 

terhadap peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

daerah. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi pengelolaan SDA, masyarakat merasa memiliki peran strategis dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Rasa kepemilikan ini memperkuat komitmen kolektif 

untuk menjaga ekosistem dan mengurangi praktik-praktik eksploitasi berlebihan 
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(Salsabila dkk., 2023). Selain itu, meningkatnya transparansi dalam pengambilan 

keputusan membantu memperkecil potensi konflik horizontal antaraktor, khususnya 

antara masyarakat adat, pelaku industri, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, 

kolaborasi berperan tidak hanya dalam efisiensi pengelolaan, tetapi juga dalam 

memperkuat kohesi sosial dan stabilitas lokal. 

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa implikasi positif tersebut 

belum merata di semua daerah, karena keberhasilan penerapan collaborative 

governance sangat bergantung pada kualitas komunikasi, komitmen politik, dan 

konsistensi kebijakan. Di daerah yang memiliki kelembagaan kuat dan kepemimpinan 

kolaboratif, efektivitas pengelolaan SDA meningkat secara signifikan (Bhattarai dkk., 

2020). Sebaliknya, di daerah dengan ego sektoral tinggi atau partisipasi masyarakat 

rendah, kolaborasi sering kali bersifat seremonial dan tidak menghasilkan perubahan 

substantif terhadap praktik pengelolaan SDA (Ganeshu dkk., 2024). Faktor 

keberlanjutan kolaborasi juga masih menjadi tantangan, terutama ketika terjadi 

perubahan kepemimpinan politik atau pergeseran kepentingan ekonomi yang dapat 

melemahkan forum kerja sama yang telah terbentuk (Rye & Isaksson, 2018). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa model collaborative 

governance berimplikasi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan SDA 

yang berkelanjutan melalui tiga dimensi utama: kelembagaan yang inklusif, partisipasi 

masyarakat yang meningkat, dan kebijakan yang berbasis konsensus. Kolaborasi yang 

berjalan baik mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dalam satu kerangka tata kelola yang seimbang. Dengan demikian, penerapan model ini 

tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan pengelolaan SDA, tetapi juga menjadi 

fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model collaborative governance dalam 

pengelolaan sumber daya alam daerah merupakan pendekatan efektif yang mampu 

mengintegrasikan kepentingan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi 

non-pemerintah melalui mekanisme partisipatif dan deliberatif. Keberhasilan 

implementasi model ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti 

komitmen kepemimpinan kolaboratif, regulasi yang adaptif, kapasitas kelembagaan 

yang memadai, serta komunikasi terbuka berbasis kepercayaan (trust building) 

antaraktor. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral, 

tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi kebijakan 

akibat dinamika politik lokal. Penerapan model collaborative governance memberikan 

implikasi positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan SDA berkelanjutan 

melalui tiga dimensi utama: penguatan kelembagaan yang inklusif, peningkatan 
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partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta kebijakan berbasis konsensus yang 

mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena 

itu, keberlanjutan model ini memerlukan penguatan tata kelola melalui regulasi yang 

konsisten, peningkatan kapasitas aktor, serta pelembagaan budaya kolaboratif yang 

berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam daerah. 
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